
 
 
 
 
   



   
 

 
LAMPIRAN STANDAR PELAYANAN DAN  

DATA DUKUNG PELAYANAN KODIFIKASI 
 

STANDAR PELAYANAN  
Pembinaan dan Administrasi Kodifikasi Materiil Pertahanan 

No 
Komponen Standar 

Pelayanan 
Uraian 

PENYAMPAIAN LAYANAN 

1 Persyaratan: a. Surat permohonan 
b. Form Ncage 
c. Company profile 
d. Akta notaris 
e. Surat ijin usaha perdagangan/ TDP 
f. Surat keterangan domosili 
g. Nomor pokok wajib pajak/ NPWP 
h. Duns number  
i. Sk pengesahan kemenkumham 
j. Lain-lain 

 
2 Sistem, Mekanisme 

dan Prosedur: 
a. Pengguna layanan Ncage menyampaikan surat 

permohonan yang ditujukan kepada Kapuskod 
Baranahan Kemhan; 

b. Pengguna layanan Ncage menerima tanda terima 
dari petugas yang menunjukkan bahwa surat 
permohonan  telah diterima;  

c. Pengguna layanan Ncage menunggu hasil disposisi 
pimpinan terkait diterima/tidaknya proses 
pembuatan ncage dan petugas/pegawai yang 
memberikan pelayanan. Dalam hal ini juga dilakukan 
analisis guna memastikan apakah syarat pembuatan 
lengkap; 

d. Petugas/pegawai yang memferifikasi kelengkapan 
data, jika sudah dianggap lengkap maka ±15 hari 
kerja Ncage sudah terpublikasi di server NSPA di 
luxsemburg (ferifikasi data di server NSPA yang 
lama) ; 

e. Pengguna layanan akan merima sertifikat Ncage 
yang di tanda tangani oleh Kapuskod Baranahan 
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Kemhan selaku NCB dan mengambil di Kantor 
dengan alamat Jalan Jati nomer 1 pondoklabu 
Jakarta selatan. 

 

3 Jangka Waktu 
Pelayanan 

Waktu pelayanan Ncage di hitung 15 hari kerja saat semua 
persyaratan diterima (mulai diberikan Ncage oleh Puskod 
sampai terbit  data  ncage  di database/website  NSPA 
https://eportal.nspa.nato.int/Codification/CageTool/home)  

4 Biaya/ Tarif Tidak ada biaya/tarif. 

5 Produk Pelayanan Jasa dengan penerbitan nomor Ncage 

 

6 Penanganan 
Pengaduan, Saran 
dan masukan/ 
Apresiasi 

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan 
secara online melalui website 
https://www.kemhan.go.id/puskod/kotak-pengaduan 
 

PENGELOLAAN PELAYANAN 

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4846); 

2.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 02 Tahun 2015 
tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di 
Lingkungan Kementerian Pertahanan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 386); 

4. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan 
Nomor 02 Tahun 2015 tentang Standar Operasional 
Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian 
Pertahanan. 

2 Sarana dan 

Prasarana dan/atau 

Sarana-prasarana atau fasilitas yang mendukung proses 
pelayanan berjalan sesuai standar, antara lain:  

1. Ruang tamu dengan pendingin ruangan, meja dan 
sofa; 
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Fasilitas 2. Komputer; 
3. Printer; 
4. Jaringan internet; 
5. Pesawat telepon; 
6. Token/ key aplikasi NMBS  
7. Print sertifikat Ncage 
8. Mesin faksimile; dan 
9. Mesin fotokopi 

 
3 Kompetensi 

Pelaksana 

Dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk untuk 
melaksanakan fungsi tersebut dengan persyaratan sebagai 
berikut:  

1. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan 
perundang-undangan.  

2. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang 
kodifikasi dan aplikasi Ncore. 

3. Pegawai yang memiliki keterampilan untuk transaksi 
internesional melalui aplikasi NMBS dan Aplikasi 
Ncore  terutama Nato data exchange dengan format 
XML. 

4. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi 
secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta 
santun kepada pihak yang memerlukan; dan 
Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer. 

4 Pengawasan Internal 1. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat 
pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi terkait; 

2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah 
dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat 
Jenderal; dan  Dilakukan secara berkelanjutan. 

5 Jumlah Pelaksana Maksimal 5 (lima) orang pegawai/pejabat 

6 Jaminan Pelayanan 1. Konsultasi Layanan Ncage diberikan sesuai jadwal 
yang sudah ditentukan;  

2. Konsultasi Layanan Ncage diberikan oleh Petugas 
yang telah mendapatkan penugasan dari atasan 
langsung; dan 

3. Konsultasi Layanan Ncage dilakukan dengan cepat, 
tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. 
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7 Jaminan Keamanan 
dan Keselamatan 
Pelayanan 

1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan 
dapat dipertanggungjawabkan;  

2. Petugas yang memberikan Konsultasi Layanan 
Ncage telah mendapatkan penugasan dari atasan 
langsung; dan 

3. Keselamatan pengguna layanan Ncage menjadi 
tanggungjawab pihak Puskod Baranahan Kemhan 
selama berada di lingkungan kantor Puskod 
Baranahan Kemhan. 
 

8 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan 
secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 
1 (satu) tahun; dan 

2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan 
peningkatan kinerja pelayanan. 

 

 

 
 
 



 



 



 



 
 



 
 
 
 
 



 
 



 
 
 

 
 



 
 
 
 

Lampiran sosialisasi prosedur/alur standar pelayanan untuk kodifikasi 
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